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TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 
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Menimbang: 

BUPATI LABUHANBATU UTARA 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

PERA TURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA 

NOMOR 6 TAHUN 2016 

TENTANG 

FERUEAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LABUHANBATU UTARA, 

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan 
yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang 

menyebabkan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam 
tahun anggaran benjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2016 ;  

b. ba11wa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 

Mengingat : 1 .  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 

2 .  Undang Indang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi don Ncpotismc (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
icypta Rcpublik Indonesia Nomor 3851) ;  

3. Undang .. .  
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3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);: 

4. U d a n  ndamg Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 200-4 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang&'ndang Nomor 1 5  Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara !embaran Negara epublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor +-+00); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perancanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
41421) ;  

7.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi 
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4869); 

9 .  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5049); 

10 .  Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2 0 1 1  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
5234); 

1 1 .  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4  tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi.k Indonesia 
Tahun 2 0 1 4  Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015  tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2 0 1 5  Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

1 2 .  Undang-Undang Nomor 1 4  Tahun 2 0 1 5  tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

2016 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5767); 

13. Peraturan .. .  
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! Peraturan Pememintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang edudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil 
epala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2 1 0 ,  Tambahan Lembaran Negara 
epubhk Indonesia Nomor +08}; 

' Perarurar Pererinra? Notor 2} Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
kgora lewa: Prwakila 'akvat Daerah (embara Negara epublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
rrhuh:at Negr epubhk Indonesia Nomot } ! o }  sebugaimane telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
:.:w:at Pre:itta? epubhk Indonesia N o o r  I  Fahun 200; tentang Perubaban etiga ltas Peraturan 

?:c::::e?: N o r  '  Thum ; renta ng edudukan Potokoler dan Keuangan Pimpinan dan Angeota 
war ?'.kilt ikyat 'erah (emharan Negara epubh ik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87,  Tambahan 

le:ah:an Negara pubhk Indonesia Nomor 4 7 1 2 ) ;  

1 5 .  Peraturan Pemerintah N o o r  55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 22005 Nomor 1 3 7 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;  

1 6 .  Peratran Pererintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi euangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 ,  Tambahan Lembaran Negara epublik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2 0 1 0  tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2 0 1 0  Nomor 1 1 0 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;  

1 7 .  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): 

l 
\  

, 

s 

' . 
s» 

Peraturan Pememintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Noror 150, Tambahan Lembaran 

• 

Negara epuwblik Indonesia N o o r  455); 

·:::ta; ·Pr:entrai nor Tahu 200o tentang Plaporan euangan dan ineja Instansi Pererzr.tat 
e h :  e r a  e;:bh:k lrdoesi Tahun 20 Noror 25, Tam:bhan Lemtanan Negara epubi:k 

y i 

rd»es. 4 5 ! 4 ,  

Pera:ran Pererrrah Nor:or 7 !  Tahun 2010 tentang Standar Akuntanst Pemerintahan (Lerbaran Negara 
epublk Indonesia Tahun 20I0 Nomor 123.  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5!65!: 

2 1 .  Pe ra t u ran  . . .  
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2 I .  Peraruran Pemerintah Nomor 30 Tahun 2 0 1 1  tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2 0 1 I  Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219 ) ;  

22. Peraturan Pemenntah Nomor 2 Tahun 2 0 1 2  tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2 0 1 2  Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ;  

23 Peraturan Pres:den Nomor 54 Tahun 2 0 1 0  tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
d iubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2 0 1 5  tentang Perubahan Keempat 
Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2 0 1 0  tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara R e p u b h k  I ndo nesia  Tahun 2 0 1 '  Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik I ndonesia Nomor 
5655) ;  

2 , e v a t u r a n  P 'vesiden N o o r  00 T a h u n  2 0 1 6  tentng inin Anpyaran Pendapatan dan Belanja Negara 'Tahun 
0 1 6  ( L e 1 b u n  N e p a  c p u b h l  I n d o n e i n  Tahun  0 1 0  Nomor 1 ' $ ) ,  

'. e t a  M e n t e j  D l  N r @ t i  Nomo I 3  T h u  O 0 0  t r n t m  I ' e d o m u  I ' etrlolnn Keuangnn Dacruh 
n c h a a u a  t r l a l  i b h  b w b e t a p n  a h ,  t evnk hi t  d r n p p n  'e vn tura m  M e n t e i  I h u n  Nrperi Nomor I T a h u n  

0 1 1  t c n t n n p  l e t u b h a  Kedun Atan erntura M e n t r r i  D a l  Nerti Nomo 1 4  Tahun 2O06 tetnng 
edoman e n c l o l a a n  K e a n  D a r r a h  ( B c i t a  Ncpara rpubhk Indoncnin ' T n h u n  201  1  Nomor 3 1 0 ) ,  

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2 0 1 1  tentang Fedoman Pemberinn Hibah dan Bantuam 
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Bclanja Darrah (erita Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2 0 1 1  Nomor 450) scbagaimana telah diubah bebcrapa kali ,  terakhir dcngan Peraturan Menteri Dalam 
Negeni Nomor 1 4  Tahun 2 0 1 6  tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 
Tahun 2 0 1 1  t cn ta n g  Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Darah {Berta Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 6  Nomor 5 4 1 ) ;  

27 Peratura Menten: Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2 0 1 5  tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
de. B e a z  Daerah Tahun Anggaran 2016 {Brita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903); 

2 Perz:ra- Menter 2alsm egen Nonor S0 Tahun 2015 tentang Pembentukan Poduk Hukum Daerah {Benita 
±s-± T=-i: ---esi 7±bu;n 2015 omar 2036\. + • 

2 F e r r ± r  zb iabuser abuhsnarl:are omor 4 Fahun 0 ! !  ten:ang Oganisas; dan Fats iejs 

e r  Desi is k r r i  Dewan Pewakilan Rakyat Daerah iabupaten labuhanbatu Urara 
Lerarar Derah: ~ab.garen Labuhanbar Urara Tahun 20 l I  Noror 5, Tambahan Lem~aran Daerah 
abupaten Labuhanbaru Utara omor 6]; 

3 0 . °  
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30. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 5 Tahun 2 0 1 1  tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 

2 0 1 1  Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 7) ;  

3 1 .  Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 6 Tahun 2 0 1 1  tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara 
Tahun 2 0 1 1  Nomor 7,  Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 8) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 6 Tahun 2 0 1 4  tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 6 Tahun 2 0 1 1  tentang Organisasi 
dan Tata erja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten 
Labuhanbatu Utara Tahun 2 0 1 4  Nomor 7, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Labuhanbatu Utara 
oz: 75). 

32.  Peraruran Daerah abupaten Labuhanbatu Utara Nomor 7 Tahun 2 0 1 1  tentang Organisasi dan Tata Kerja 
iecamatan dan elurahan Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara 
Tahun 2 0 1 1  Nomor 8. Tanbahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 9); 

33. Peraturan Daerah abupaten Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2 0 1 2  tentang Pembentukan Organisasi dan 
Tata ierja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah 
abupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012  Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu 
Utara Nomor 57): 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2012  tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012  Nomor 6, Tambahan 
Lernbaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 59); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2 0 1 6  (Lembaran Daerah Kabupaten 
Labuhanbatu Utara Tahun 2 0 1 6  Nomor 1 ,  Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara 
Nomor 86);  

Dengan .• 



Denpan ersetujuan ersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA 

Dan 

BUPATI LABUHANBATU UTARA 

MEMUTUSKAN:  

Menetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2 0 1 6 .  

Pasal 1 

lnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2016 serula 
beriuvlah Rp .843 ,873.18 1 .692 ,00,  bertambah sejumlah Rp.20-4.835.551 .295,00, sehingga menjati 
Rp. 2 .08 708 73 987.00, dengan vincian setaga berikut • 

a Pedapatan !aerah 

l sesatae p 8188474 18!  09,0 

oestsetouanu! ±4.&.32l.21.± 
·au±7· sweet4rs± wk4re ± & d e  ts t h  ' A 4 }  Mr.4! 

s w i a  R; 840173 1 8 1  602.0. 
berambah {berkrang) R. 2353.089.771.041,59, 
umiah beianja setelah perubahan . . . . .  . . . . . . . . 0 . . . . . 0 . . . . . . . ,  

•  •  

surplus/ (defsit) setelah perubahan . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . .  

c  Pembiayaan Daerah' 

RD. 1 .075.882,952,733,59., 
Rp. (27. 174.219.746.59,-) ;  

•  

t  

I .  Penerimaan : 
a. semula Rp. 920.000.000,00,­ 
b. bertambah/(berkurang) Rp, 30.254.219.746,59,­  

jumlah penerimaan setelah perubahan . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . .  p. 31 .174.219.746,59,- ;  

2.  Pengeluaran ... 

•  

•  •  
.  

. ·, 



- 
- #  

a  semu:la Rp 4.000.000.000.00.­ 
beramhah /berkurang Rp 0O.­ 
jumlah pengeluaran setelah perub ahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rp. 
juriah pembiayaan netto setelah perubahan . . .. . . . . . . . . . .  Rp. 
sis lebth pembiayaan anggaran setelah perubahan . . .  Rp. 

Pasal 2 

4.000.000.000,00,-; 
27 . 174 .219 .746,59, - ;  

00,-; 

( Pendapatan Daerat sebgairmana yang dimaksud dalam Pasal l 
a. Pendapatan Asli Daerah: 

l .,-..,.a• I ' l·c: A s 

huruf a terdiri dari : 

R; 

Rp 

- - - 

= -zr a 

­ -·. 
- - • 5 7, .L _ L 
_zrn-zi.znpztan _aeran ang bar 

• selz Rp 182.621.799.970,00,-; 
2. beambah/fberiurang p.[61581 .Q58851 .00-]  
jumlah dana perimbangan setelah perubahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rp. 1 2 1 . 0 4 0 . 7 4 1 . 1 2 9 . 00 . - ;  

[2; Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a terdiri dari jenis pendapatan: 
a. Pajak Daerah : 

1 .  semula Rp. 16.3 80.000.000 ,00 , - ;  
2 .  bertambah/(berkurang) Rp. 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , - ;  

jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 16.385.000.000,00,-; 

b. Retribusi . . .  

•  
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etrilusi Darrah 
1 s e m l a  p  6 , 7 ) 1  5} o 0 0 , 0 0 , ,  

+ t h a l / ( l a g )  Pp. ' 1 5 9 9 9 0 9 , 9 0 , ,  
f l a h  + e f r i l a i  « dae1ah set+lah p e t h i a l a  I 'p 

'  
tail 1 m e l l a a n  h e l a a a n  amp I i i s a h l a n  

!  s e s t a  tRp n u  oo 0 , t u , ,  

t i t a t a n  ( e t a u g !  u. II1a:Ritt,, 
lat as'! igetlaan kekaycan v a n  t i p i s a h l a n  

serelax g t . t h a n  . . . . . .  . .  . . . • . . . . .  I'p 6 1 1 . 5 2 5 . 8 5 8 , 0 0 , ,  

d  Lan-lain Pendapatan Ashi baerah Yang Sah 

t .  semala Rp. 1 1 . 7 2 4 . 5 0 1 7 2 2 , 0 0 , - ;  
2  bertarbah/(berkurang) Rp. 881 .353278,00,,  

'  

jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 
setelah perubahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. 12 .605.855.000,00,- ;  

(3) Dana Perimbangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf b terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak : 

l .  semula Rp. 33 . 1 12 . 180 .000 ,00 , - ;  
2. bertambah/(berkurang) Rp. 3 .565.536 .000 ,00 , - ;  
jumlah dana bagi hasil setelah perubahan . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rp. 36.677.716.000,00,- ;  

b. Dana Alokasi Umum : 
1 .  semula Rp. 592.813 . 148 .000,00,- ;  
2 .  bertambah/(berkurang) Rp. 0,00,-; 
jumlah dana alokasi umum setelah perubahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rp. 

c Dana Alokasi husus 
semula Rp 0,00,-: 

2 wtatah (bwrkurang! • 201 33$ 195.000,QG; 
umkah dana alokasi khusus setelah pe rhahan . . . . . • . . • • .  p 

592.813.148.000,00,- ;  

261.33$ 195.000.00.-: 
• 
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(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana yang dimaksud dengan pada ayat (1 )  huruf c terdiri dari 
jenis pendapatan : 

a. Hibah 
t .  semula ' Rp. 9 . 1 2 9 . 1 2 7 . 3 0 0 , 0 0 , -;  
2.  bertarbah/(berkurang} p. (7.333.000.00000­ 
jumlah perdapatan hbah setelat pewubahan . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .  p .  1 ,796 . 127 .300,00, - ;  

Dana Bag tiasil Pajak Dan Poinsi dan pememintah Daerah lainnya: 
l .  semula Rp. 33.698,037.670.00.,00,-; 
2 .  bertambah/(berkurang) Rp 20973.28665.00,­ 
jumlah dana hasil pajak setelah perubahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rp. 54.671 . 166.335,00.- ;  

d.  Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus : 
1 .  semula  Rp. 85.981 .382.000,00, - ;  
2. betambah/(berkurang) Rp. (85981_382.00000.-] ;  
jumlah otonomi khusus setelah perubahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rp. 0,00,-; 

e. Bantuan ieuangan dari Provinsi atau dani Pemerintah Daerah lainnya : 
1 .  semula Rp. 0.00.-: 

2. be-tar.bah//berkurang) RD. 10_760944g4.0@_­ 
.-izhszbans keuangan setelah perubahan . . . - . . . .  Rp. 10.760.194.494,00.-; 

•  

R, 



Pasal 3 

( I  Belanja Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 hurf b terdiri dari : 

a. Belanja Tidak Langsung: 
1 .  semila Rp. 524.236. 126 . 149,00, - ;  
2. bertambah/(berkurang) Rp 40.831 .278523.59 , - ;  
jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan . . . . . . . . . . . . .  Rp. 565.067.404.672,59,-; 

b. Belanja Llangsung : 
1 .  semula Rp. 316 .557.055.543,00,- ;  
2. berarbah/'berkurang} RD_ 194258.492 .518 ,00- ;  
jumlah blanja langsung setelah perubahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rp. 510.815.548.061,00,- ;  

12;  Belanja 7ida- Langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a terdiri dari : 
- Z-..- D a g - % ­  
ct. Lt .c- .  c -  ea' cl 

- � 

1 .  semula Rp 412 .962.436. 159 ,00, - ;  
2. berarbah//berkurang) RD 31 .396987.823,59,- ;  
jumlah belanja pegawai setelah perubahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rp. 444.359.423.982,59,-; 

·• 

b. Belanja Bunga : 
1 .  semula Rp. 0,00,-; 
2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,0O,-; 
jumlah belanja bunga setelah perubahan . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rp. 

e. Belanja S u b s i d i :  
1 .  semula Rp. 0 ,00, - ;  
2. bertambah/(berkurang) p. . 0 , 0 0 ,  
jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan . . . . . . . 8 8 8 8 8 8 8 . . . . . . .  'p. 

d. Belanjn Hibal 
I .  semula p. 1 4026 , 199 ,700 ,00,  
2  bertambah/(berkurang) • 2.610.000000,00; 
jumlah belanja libah setelah perubahan . . . . . . . 8 8 . 8 8 3 8 3 8 0 8 3 8 . . .  p. 

0,00,-; 

0,00,-; 

17.242.199,700,00.: 

e. Belanja• ZJ 
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e.  elanja Rantunn Sosial 
I smula p 344000.000,00,  

.  .  

w r t a m b a t ( b e r r a n )  D U77 '57.000,00, 
jumlah be·lanja bantan sosial s t e l a h  perubaha . . . 8 . , ,  hp 5.227.557.000,00, 

t B e l i a  ag Has! epada Provinsi'  Kabupaten/ Iota/ dan Pemerintah Desn : 
t s e u l a  Np 2 2 1 0 , 1 5 5 . 2 0 0 , 0 0 , - ;  
•  bertarhaht terkurangl p. 0,00,-; 
jurhah bwlmya bagi hasil setelah perubahan . . . . • . . • • . . • . . . • .  p.  2 .3 10 . 155 .200 ,00 , - ;  

g. Belania anran euangan epada Provinsi/ Kabupaten/ ota 
Dan Pemermtahan D e s ;  

semul Rp. 89,397.335.090,00,- ;  
2.  bertbal,(berkurang) p. 580078,7o0,00,; 
jtrmlah belaaja bantuan leuangan setelah perubahan . . . . . . . . .  p. 

h .  belanj t idak t e rd u g a :  
1  semula Rp.  1 .500.000.000,00, - ;  
2. bertambah/(berkurang) D. (829_345.000,00,) 
jumlah be l anja  t i d an k  terdupn set c l a h perubahan . . . . . . . • . . . . . . . .  Rp. 

95 .257 .413 .790.00, - ;  

670.655.000,00,- ;  

(3) Belanja L a y s u n g  cbagaimana yang dimaksutd pada ayat ( 1 )  huruf  b terdiri d a r i :  
a  be lanja pegawai t  

1  nemul Rp. 66.502 .691 .350,00, - ;  
2 .  bertambah/(berkurang) D. 1 _0 16 ,265 .400,00, ;  
jumlah belanja pcgawai setclah perubahan . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . .  Rp. 67.518956.750,00, - ;  

b. bclanja barang dan jasa : 
1 .  semula Rp. 1 5 5 . 1 9 1 . 1 5 3 . 5 9 3 , 0 0 , - ;  
2. bertambah/(berkurang) Rp. 20.287.761 .859,00­ 
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 175.478.915.452,00,- ;  

c. Belanja . . .  
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c. Belanja M o d a l .  
I .  semula Rp.  94 .863 .2210 .600,00, - ;  
2. bertambah/(berkurang) p, 172.954,465.259,00,-; 
jumlah belanja modal setelah perubahan . . . . . . . . . . . . . . . 8 0 0 0 . . . . . . . . . . .  Rp. 267.817.675.859,00,- ;  

Pasal 4 

( I )  P e m b i n y a  D a e r a h  sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal l 
a V e n e t i a n  Pembinyann Daerah: 

I .  semula Rp.  920.000.000,00,-; 
2.  bertambah/(berkurang) p. 30 .254219 .746,59, - ;  
jumlah penerimaan setelah perubahan . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . 8 . 8 . . . . . . . . . .  

huruf c terdiri dari : 

Rp. 31 . 174 .219 .746,59 , - ;  

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah : 
1 .  semula Rp. 4.000.000.000,00,-; 
2 .  bertambah/(berkurang) Rp. 0 00 - ·  
jumlah pengeluaran setelah perubahan . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . .  Rp. 4.000.000.000,00,-; 

920.000.000,00,- ;  

( 2 )  Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l )  huruf a terdiri dari jcnis pembiayaan : 
a. SiLPA Tahun Anpgaran scbclumnya 

1 .  semula Rp. 0 , 0 0 , - ;  
2 .  bertambah/(bcrkurang)  Rp. 330,254.219146,59,00,, 
jumlah SiLA sctclah pcrubahan . . . . . . 8 8 8 0 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 · . . . . . .  p. 330,254 219. ' 146,59, 

b. Penerimaan kembali pembcrian pinjaman ; 
1 .  scmula Rp 920.000.000,00,- ;  
2 .  bcrtambah/(berkurang) Rp. 0,00,-; 
jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman 
setelah perubahan . . . . . . . . . 8 . 8 . . . 8 . 8 . 8 · · 8 8 8 · · · · · · 8 8 · · · · · · · o . . . . . . .  p. 

b. Pemberian . •  

2.000.000.000,00,-; setelah perubahan . . . . . . . . 8 8 . 8 8 8 8 . 8 . . 8 . . 8 , 8 8 - · 8 8 · 8 · . 8 . . 8 8 . · · . . . . . . .  Rp. 

(3) Pengeluaran scbagaimana dimaksud pada ayat ( l )  huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : 
a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah : 

1 .  semula Rp. 2.000.000.000,00,-; 
2.  bertambah/(berkurang) Rp. 0,0O,-; 
jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah 
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b. Pemberian pijaman dacrah 
1 .  semula Rp. 2000.000.000,00, :  
2 .  bertambah/(berkurang) p. 9,OO,, 
jumlah pemberian pinjaman daerah 
setelah perubahan . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Rp 2. 0 0 0  000.000,00,-. •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  

Pasal 5 

raiar lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiamana dimaksud dalam Pasal i ,  t erc a ntu m  
alzm Lzmpiran yang merupakan bagan yang tidak terpisahkan dari Peraruran Daerah ini, terdiri dan 

Pzngkasan perubah2an APB; 

-zgasen. Pebhzn APED menurut Crusan Pemerinrah Darrah dan Organisasi, 
P::zia Frrhahan APB5 renurut Crusan pemerintah Darrah, Orzanisas, Pendapatan, Belanja an 

. , . .  

e  zr.pre: » 

rap.ulzsi Perubahan Brlana menurut "rusen Pernerintahan Darrah,Organisasi, Program dan nzztan. 
ea:rules Perubahar. Belarja Darrah untuk keselarasan den kKeterpaduan Urusan Perz.nteh Daerzh dan 

rungs:dalam Keranga Pengeilaan Keuangan egzra. 

Pasal 6 

Bupati Labuhanbatu Utara menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan. 

Pasal 7 

Kegiatan/ belanja yang bersifat wajib, mengikat dan kegiatan/ belanja yang mendesak sesuai ketentuan peraturan yang dananya 
tidak tersedia dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016  ini, dibebankan pada dana tidak terduga. 

Pasal 8 . . .  
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Pasal 8 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara. 

Ditetapkan di Aek Kanopan 
pada tanggal 2 Desem ber 2016 

B]  'ATI LABUHANBATU UTARA, 
.­ 

' 

" '. 

8AT 

Diundangkan di Aek Kanopan 
pada tanggal 2 Desember 2016  

_­ 

PIt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA, 
t 

' 
I 

HABIBUDDIN SIREGAR 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 7 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA, PROVINSI SUMATERA UTARA : (2337/206 )  


